
Sekretariat 

Pasal 4 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-

tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan 

kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta 

pengoordinasian tugas-tugas di Bidang. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas; 

b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas; 

c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas 

yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan 

aset; 

d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan 

e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas: 

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional 

Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan penyusun kebijakan administrative kesekretariatan Dinas; 

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan 

analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas; 

f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan 

perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan 

masyarakat; 

g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana 

Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan 

Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan 

laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

i. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; 

j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan; 



k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan 

kewenangannya dalam lingkup kesekretariatan; 

l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Pusat; 

m. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional 

sekretariat; 

n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan 

pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 

(3) dan ayat (4), Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan Program; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 5 

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Program mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kerja Dinas; 

b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana 

kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas serta koordinasi pengendalian 

program; dan 

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas. 

a. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Program mempunyai uraian tugas : 

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian 

Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan 

Program agar sasaran tetap terfokus; 

d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan 

Program; 

e. menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai pedoman pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas; 

f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan 

sistem informasi pembangunan di lingkungan Dinas; 



g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung pada Dinas; 

h. mengompilasi, penyusun program dan kegiatan administasi umum dan publik, serta bekerjasama 

dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi 

kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas; 

i. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan 

Dinas; 

j. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; 

k. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas; 

l. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja; 

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub 

Bagian perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan 

Kebijakan Kepala Dinas; 

o. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan 

kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas; 

p. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya 

sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan; 

q. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran; 

r. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program; 

s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Pusat; 

t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan 

u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi: 



a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan 

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian 

keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; dan 

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan Dinas. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Keuangan 

mempunyai uraian tugas : 

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya 

berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris; 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Keuangan agar 

sasaran tetap terfokus; 

d. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas; 

f. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan; 

g. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu 

oleh Bendahara Penerima; 

h. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran; 

i. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas; 

j. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran 

Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan 

Pembayaran Tambahan Uang (SPPTU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai 

dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

k. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 

sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas; 

m. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang 

Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di 

lingkungan Dinas; 

n. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas, Meliputi 

Inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan; 

o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya 

sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan; 

p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan; 

q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan; 

r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Pusat; 



s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian 

Keuangan; 

t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan 

u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan 

Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan; 

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data 

kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan 

kesejahteraan pegawai; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai uraian tugas : 

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi 

kepegawaian; 

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan 

kepegawaian agar sasaran tetap terfokus; 

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan 

dokumentasi serta kearsipan; 

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan Dinas; 

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Dinas; 

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor; 

j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, 

kendaraan dan aset lainnya; 

k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan 

perundangundangan di lingkungan Dinas; 



l. melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data 

kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi 

Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan 

Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, 

pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas; 

n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi : analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan 

dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

o. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, 

daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 

p. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya 

sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan; 

q. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; 

r. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Pusat; 

t. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan  

mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan 

v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 


